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ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AYU MARITA SARI

Mediasi yang terintegrasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian
sengketa yang wajib di tempuh sebagai instrument untuk mengurangi penumpukan
perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang
serta akibat hukum mediasai bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di
Pengadilan Negeri Palembang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian
keperpustakaan ( library research ), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan
cara menkaji bahan hukum primer berupa peraturan Perundang — undangan yang
berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya — karya ilmiah dari para
sarjana yang terdapat dalam literature — literature yang ada relevansinya dengan
permasalahan, serta penelitian lapangan ( field research ), untuk memperoleh data
primer dengan cara wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan hasil penelitiandan analisis yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di
Pengadilan Negeri Palembang melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap
mediasi. Pada tahap pra mediasi di pimpin majelis hakim pemeriksaan perkara yang
sedang ditangani mulai dari sidang pertama, menunda persidangan dan menyuruh
agar pihak melakukan mediasi. Majelis hakim menunda waktu persidangan untuk
memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih
seseorang mediator untuk membantu proses penyelesaian sengketa, setelah
berjalannya proses mediasi dan terciptalah kesepakatan kedua belah pihak, mediator
memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada majelis hakim, dan hakim membuat
isi perjanjian tersebut kedalam akta perdamaian.

Akibat hukum mediasi bagi kedua bela pihak dalam melakukan mediasi
apabila hasil kesepakatan tersebut sudah menjadi akta perdamaian, dan tidak ada
upaya hukum lainnya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa Perdata, Mediasi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum, senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan
masyarakat, sehingga hukum mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi
kebutuhan hidup manusia sekaligus memberikan rasa kepastian, keadilan dan

manfaat.

Secara teori mungkin masih benar pandangan bahwa, kedudukan hukum
merupakan posisi tertinggi (supermasi/rule of law) kekuasaan harus tunduk pada
hukum, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaaan kehakiman

(Judical power) yang berperan

a. Sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala pelanggaran hukum dan
ketertiban masyarakat.

b. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort atau tempat
terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih di
andalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan

keadilan (to enforce the truth and’ justice).

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan
sistem peradilan yang tidak efektif ( ineffective ) dan tidak efisien ( inefficient ).
Penyelesaian suatu perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses bertele-tele,

yang dililit lingkaran upaya hukum



yang tidak berujung dengan kepastian hukum. Mulai dari tingkat pertama,
banding, dan kasasi, serta peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum,
eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk paraij verzet dan darden
verzet. Singkat kata, tidak ada ujung kesudahannya padahal, masyarakat pencari
keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat, tidak formalistic atau
informal procedure and can be put into motionquickly! Sesuai dengan azas peradilan

yang cepat, sederhana, biaya murah.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan
efesien, munculah alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Dalam
hukum acara di indonesia di dapati pasal 130 dalam pasal 130 Herziene Inlandsch
Reglemment (selanjutnya di sebut HIR) Maupun Pasal 154 Rechtsreglemment Voor
De BUITENGEWESTEN ( selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud

menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 ayat (1) HIR Berbunyi?®

Jika pada hari yang di tentukan itu, kedua belah pihak datang, maka
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan
mereka.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan;

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang. Itu, dalam mana kedua
bela pihak di hukum akan menepati perjanjian yang di perbuat itu, surat
mana akan berkekuatan hukum di jalankan sebagai putusan yang biasa.

M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, him.110
2R. Tresna, 2005, Komentar HIR, Jakarta: Pradya Paramita, him.110



Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat
imperative.® Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak — pihak yang
bersengketa sebelum di mulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha
mendamaikan dengan cara — cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu
ada proses persidangan yang lama dan melelahkan walaupun demikian upaya damai
yang di lakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa

sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa di rugikan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa
mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan
dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh
penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf b
disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkama Agung Republik
Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang
agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi Sebagai instrumen untuk
meningkatatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas

penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.*

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat
(1) R.Bg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk
mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang di periksanya.

Dalam kaitanya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa

$M. Yahya Harahap. Op.Cit., him.231.
#Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Prosedur di Pengadilan



penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik
dan bijaksana dari pada di selesaikan dengan cara putusan Pengadilan, baik
dipandang dari segi hukum masyarakat maupun di pandang dari segi waktu, biaya

dan tenaga yang digunakan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya tujuannya
adalah untuk mengurangi jumlah perkara, menciptakan kedamaian dan memenuhi
rasa keadilan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis akan melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di
Pengadilan Negeri Palembang?

2. Apakah akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak tersebut?
. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan
permasalahan yang di bahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam
penelitian ini yang bersangkut paut dengan penyelesaian sengketa perdata dengan
cara mediasi.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang

jelas tentang:



1. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi di
Pengadilan Negeri Palembang.

2. Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Pihak

C. Definisi Konseptual

1. Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara pihak yang
bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus di selesaikan oleh
kedua belah pihak. Pengertian Sengketa Perdata di atas, jelaslah sudah bahwa
kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukan adanya kepastian
bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh
para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka
hakim dalam persidangan pengadilan.®

2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah diman pihak luar yang tidak
memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk
memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak
menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan
persoalan — persoalan diantara meraka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan
mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara

mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan

5Sarwono,2012, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar
Grafika, him.7



memberikan pengetahuan dan informasi atau dengan mengunakan proses
negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk
menyelesaikan persoalan—persoalan yang di sengketakan.®

3. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari—harinya memeriksa dan
memutuskan perkara pidanan dan perdata. Pengadilan Negeri berkedudukan di
ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah
Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat
memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif di
maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan
atau gejala — gejala lainanya.’

2. Jenis data dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer
yaitu, sebagai berikut:
Data yang di peroleh langsung dari keterangan atau fakta langsung dilapangan,

yaitu data yang di peroleh penulis dari lokasi penelitian.

®Gery Goodpaster,1999, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Jakarta: ELIPS Project, him.201
7Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him.32



Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sumber
data primer yaitu, sebagai berikut:
a.  Sumber data primer
Pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini pihak yang
terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dan dari hasil wawancara
dengan mediator yang di tunjuk hakim untuk menyelesaikan sengketa
perdata.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis
bahan hukum primer, terdiri atas laporan mediator, akta perdamaian, PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa,
jurnal serta literatur — litratur yang relevan dan mendukung penelitianini.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumplan data dilakukan dengan:
a. Studi Keperpustakaan
Studi Keperpustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari
kensepsi — konsepsi, Teori — teori, pendapat atau penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Keperpustakaan berupa



peraturan perundang — undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga
dan lain — lain sumber.®

b. Wawancara (Interview)
Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua
orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua
pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi
sebagai pencari informasi (Interviewer) sedangkan pihak lainnya berfungsi
sebagai pemberi informasi ( responden ).° Wawancara dilakukan penulis
dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan dengan para pihak yang
berpekara.

c. Observasi
Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi — informasi yang di butuhkan dalam penelitian,
observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara penyelesaian sengketa
perdata di pengadilan negeri palembang.

4. Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responde secara tertulis serta lisan dan

juga prilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.®

8 Soemitro Romy H, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia, him.71

°1bid., him.71

0Soerjono Soekanto. Op.Cit., him.13



E. Sistematika Penulisan

Adapun sistemmatika yang di pergunakan penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut;

BAB |

BAB I

BAB 111

BAB IV

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tinjauan, definisi

konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang sengketa

perdata, tinjauan tentang mediasi dan tinjauan tentang mediator.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok — pokok permasalahan yang
ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu berupa
penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri

Palembang dan akibat hukum kedua belah pihak.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan
kesimpulan — kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian

dan saran — saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.
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